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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus
linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar
pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa Ts te dan es
d Jim J Je
C Ha H H dengan garis bawah
¢ Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De




Vi

3 Zal z de dan zet
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
es (dengan garis di
ol Sad S bawah)
de (dengan garis di
ol Dad D bawah)
te (dengan garis di
b Ta T bawah)
zet (dengan garis di
B Za Z bawah)
koma terbalik (di atas)
I ‘ain ‘ hadap kanan
& Gain Gh Ge dan ha
o Fa F Ef
a8 Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
O Nun N En
3 Wau W We
0 Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
I Ya Y Ye




2.

3.

4.

5.

vii

Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang
i =A \ —-a
=1 &é = Ai Lﬁ‘ =1
i = U }i = Au }i =1
Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:

AL 31 4 Ditulis mar-’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

dab Ditulis Fatimah
Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
Uy Ditulis rabbana
BUL Ditulis al-bir
Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

cadd) Ditulis asy-syamsu




viii

da A Ditulis ar-rajulu
8 daedl) Ditulis as-sayyidah
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah™ ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
a8l Ditulis al-gamar
[T Ditulis al-badi’
d o Ditulis al-jalil

Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan
tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf

hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /°/.

Contoh:
Cipal Ditulis umirtu
(] Ditulis syai’un

Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI)
Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
a. Ditulis kata per kata, atau
b.  Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

e 2 ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

NOVI CAHYANINGSIH (151702) 2021. PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PILKADA KENDAL TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASHID ASY-
SYARI‘AH

DOSEN PEMBIMBING : DAHRUL MUFTADIN, M.S.1

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui praktek pengawasan
partisipatif pada pilkada kendal tahun 2020. Kemudian menjelaskan bagaimana
nilai kemaslatan dalam Perspektif Magqasid asy-Syari ‘ah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui lapangan
dengan pendekatan yuridis sosiologis, menghasilkan data deskriptif analitis. Data
yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek
penelitian Bawaslu Kabupaten Kendal yang melaksanakan pengawasan
partisipatif pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data
menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama; pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil
wali kota adalah bagian dari implementasi demokrasi yang ada di negara
Indonesia. maka besar kemungkinan untuk perlu diperhatikan implementasi
kedaulatan rakyat. Dalam praktek ini dilihat pada konteks pengawasan partisipatif
Bawaslu Kabupaten Kendal untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal
tahun 2020. Bersama itu melibatkan masyarakat untuk turut serta adalah hal yang
dianggap relevan dengan kondisi komisioner yang terbatas, sedang secara tupoksi
kerja pengawasan lebih banyak. Di mana Bawaslu Kendal memiliki trobosan
pengawasan partisipatif melalui Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) Kendal dan
beberapa program lain seperti pembemtukan desa pengawasan dan desa anti
money politic. Kedua; Nilai Magashid asy-Syari‘ah pada ranah maslahatal-
daruriyyat sangat jelas terindikasi adanya implementasi baik dalam konsep
hukum islam maupun dengan hukum nasional yang diterapkan di Indonesia.
Konsep Al- Syatibi magashid asy- Syari‘ah yaitu kemaslahatan tidak boleh
bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. hal ini benar dengan hadirnya analisis
melalui dalil Al-Qur’an dikorelasi pada dasar hukum nasional ada titik
pencapaian. Nilai Hifdzu al-dien; Hifdzu an-nafs; Hifdzu al-agl; Hifdzu an-nasl;
dan Hifdzu al-maal secara proses pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten
Kendal dalam praktek pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil bupati Kendal
tahun 2020 sukses memberikan kesadaran untuk senantiasa melibatkan
masyarakat dan perlindungan unsur masyarakat

Kata Kunci : Magashid asy-Syart‘ah, Pengawasan Partisipatif dan Pilkada

xii
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui kehendak
mayoritas untuk mengganti pemerintahan mendatang. Jika, demokrasi
bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan
cara Pemilihan Umum (Pemilu'). Di mana rakyat secara langsung
memiliki kesempatan politik untuk memilih wakil-wakilnya’.

Peran kedaulatan rakyat membawa kesadaran penyelenggaraan
pemilu dan memberi impect perhatian. Di mana termuat beberapa asas®
kedaulatan rakyat di antaranya asas kemandirian, jujur adil, kepastian
hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional,
profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Jika, Arbit Sanit
menyimpulkan 4 (Empat) fungsi dasar Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu:
Pertama; Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan, Kedua;
Pembentukan perwakilan rakyat, Ketiga; Sirkulasi elite penguasa dan,

Keempat; Pendidikan politik®. Hal ini, relevan sebagai konsekuensi logis

! Lihat pasal 1 ayat 1 Bab | ketentuan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor
15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

2 Ahmad Sukardja, Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara dalam
Perspektif Fikih Siyasah (Jakarta: sinar grafika, 2012), h.156

% Lihat pasal 2 bab 1l Asas penyelenggaraan pemilu Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

* Sodikin. Hukum Pemilu (Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan), (Bekasi: Gramata
Publishing, 2014, hh. 7-8



yang dianut prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Praktik penegakan nilai demokrasi® perlu dilakukan, misalnya
melalui upaya perlindungan integritas pemilu. Pandangan ini dapat dinilai
relevan sebagai penjelas betapa pentingnya menjaga integritas pemilu,
dan hal ini memiliki dampak untuk pelbagai macam aspek. Di antara nya
legitimasi, perilaku politik massa dan penguatan kualitas representasi
politik. Di mana integritas pemilu mampu mengatasi konflik, keamanan,
dan manfaat lain untuk sistem politik®. Pemilihan umum kepala daerah
(pilkada) adalah hasil praktek adanya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali kota, yang mana dalam pelaksanaan, harus
menyelenggarakan secara langsung guna penjaminan asas kepastian
hukum, sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Di sini dapat dijadikan
bukti, bahwa integritas pemilu diperlukan pada kegiatan Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pilkada), selanjutnya diwujudkan sebagai
instrument politik dan strategi legitimasi politik dari rakyat, dalam
kepemimpinan daerah guna memilih calon pemimpin’. Di masing-masing
kabupaten/kota dan atau provinsi dengan landasan hukum pasal 18 ayat 4
(empat) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.

Melihat pemilu sebelumnya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala

® Lihat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Bab |
Ketentuan Umum

® Mudiyati rahmatunnisa, “mengapa integritas pemilu penting?” Jurnal Bawaslu ISSN-
2433-2539, Vol.3, No.1, 2017, h.6

” Firman Subagyo, Menata Partai Politik (dalam arus demokrasi Indonesia). Cet I,
(Jakarta: Rambooks. 2019) h. 128



Daerah (Pilkada) tidak lepas dari peristiwa pelanggaran. Macam
pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye
dan atau anggota masyarakat pemilih, bahkan tidak menutup kemungkinan
dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Baik berupa pelanggaran
administrasi, pelanggaran pidana dan atau kode etik penyelenggara pemilu.

Awal maret 2020 kabupaten Kendal menduduki Indeks Kerawanan
Pemilu (IKP) 65,33% tertinggi se-Jawa Tengah, peringkat ke-dua setelah
Serang Banten dan peringkat ke-14 se-Indonesia. Tutur Anik Sholihatun
komisioner Bawaslu Jawa Tengah®. September 2020 kabupaten Kendal
rangking dua setelah kabupaten pemalang untuk Indeks Kerawanan
Pilkada (IKP)®. Indeks ini diambil dari beberapa konteks yang diantaranya
sosial, politik, dan infrastruktur, serta klaster pandemi Covid-19.

Melalui, slogan “Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu
tegakkan keadilan pemilu” Bawaslu menyatakan asas untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat dengan melibatkan peran rakyat sebagai pengawas
partisipatif guna penyelenggaraan pilkada secara demokratis, langsung,
umum, rahasia dan jujur serta adil. Sekaligus sarana aktualisasi partisipasi
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan penentuan jabatan publik.
Partisipasi masyarakat ini tertuang dalam Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, diantaranya tercanang

program Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), Forum

8 https://www.radioidola.com/2020/bawaslu-jateng-sebut-4-daerah-punya-kerawanan-

tinggi-di-pilkada-2020 (Diakses tanggal 21 mei 2020 pukul 09.08 WIB)
° Penjelasan A.Ghozali dalam Siaran Webinar Bawaslu Bicara Edisi ke-19 Jumat 2
Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB.


https://www.radioidola.com/2020/bawaslu-jateng-sebut-4-daerah-punya-kerawanan-tinggi-di-pilkada-2020
https://www.radioidola.com/2020/bawaslu-jateng-sebut-4-daerah-punya-kerawanan-tinggi-di-pilkada-2020

Warga Pengawas Pemilu, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu
(Gempar), Pojok pengawasan pemilu, Saka Adhyasta Pemilu™, dan
pengabdian masyarakat dalam pengawasan Pemilu™.

Upaya Bawaslu dibidang pengawasan partisipatif sudah digerakkan,
melalui desa pengawasan dan desa anti politik uang, serta giat aktif
mendukung Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) yang diprakarsai oleh
alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Republik
Indonesia tahun 2020. Jadi, nilai kedaulatan dan kemaslahatan rakyat
terlaksana serta menjadi kunci utama dalam praktik pengawasan
partisipatif. Hal tersebut, mewujudkan amanah hukum Undang-Undang
Dasar 1945 beserta peraturan-peraturan di bawah nya.

Konsep Kedaulatan dan Kemaslahatan rakyat dipandang relevan
dengan kajian Figh Siyasah. Di mana konsep dasar fikih siyasah adalah
upaya memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan serta harta'®. Produk
hukum figih Siyasah adalah salah satu politik mewujudkan tujuan, di mana
final nya mencapai kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Dalam hukum
islam pembahasan, cara dan tujuan kemaslahatan umat adalah salah satu

prinsip umum dari Magdshid asy-Syart‘ah . Jika diartikan Magashid asy-

11 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panduan Pengawasan
Partisipatif 2017, hh.1-30

2 Muin Umar, dkk ushul Figh 1, (Jakarta: Direktoral Jenderal Agama Islam Departemen
Agama 1996), hh.146-147

¥ Hutawalli, Magahsid asy-Syari‘ah sebagai metode istinbath hukum Islam Jurnal, vol 5
No.1, Desember 2007.h.28



Syari‘ah™ ialah hukum Allah untuk pedoman hidup mencapai tujuan
kebahagiaan dunia dan akhirat.

Magahsid asy-Syari‘ah mengandung empat penggolongan yaitu;
bersifat jelas, tetap dan pasti serta dapat digunakan mendekati kepastian.
Al-Syathibi®> memandang, tindakan analisis lafal perintah dan larangan,
serta penelahan. Upaya penyelisikan hukum atau kebijakan apakah
mengandung kemaslahatan

Jaser audah, salah satu pemikir muslim kontemporer bidang filsafat
hukum islam (Usul al-Figh). Beliau menggunakan Magahsid asy-Syari‘ah
sebagai pisau analisis'®, menempatkan sebagai prinsip mendasar dan
metodologi fundamental dalam reformasi hukum islam kontemporer.
Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian
tujuannya dengan maksud kalimat, sejauh mana tingkat problem solving
nya terhadap permasalahan tertentu: apakah efektif, lebih dayaguna, dan
lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih
lanjut pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah melalui judul
sebagai berikut;

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA KENDAL

TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQASHID ASY- SYARI‘AH

4 Ghofar Shidiq Teori Magasyid al-syariah dalam hukum islam Jurnal Universitas Islam
Sultan Agun, h.28

5 Al-Syatibi, al-muwafagat fi ushul al-syari’ah, Riyadh kitab al Riyadh al hadits

16 Jasser Auda. Membumikan Hukum Islam melalui Magasyid Syariah (Bandung: PT
Mizan Pustaka, Agustus 2015), h.11



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal
terhadap pilkada kabupaten Kendal tahun 2020?

2. Bagaimana Perspektif Magashid asy-Syari‘ah terhadap Model
Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal pada pilkada kabupaten
Kendal tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian ini termuat tujuan diantaranya

sebagai berikut:

A. Tujuan Obyektif.

a. Untuk memahami Implementasi Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Kendal terhadap Pilkada kabupaten Kendal tahun
2020.

b. Untuk mengetahui Perspektif Magashid asy-Syari‘ah terhadap
Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal pada pilkada
kabupaten Kendal tahun 2020.

B. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan
serta kemampuan analisis penulis terkait ilmu hukum tatanegara
bidang hukum kepartaian dan pemilihan umum dengan
konsentrasi bidang lembaga pengawasan Pemilihan Umum atau

yang sering disebut Bawaslu.



b. Untuk salah satu prasyarat akademis dalam memperoleh gelar
sarjana hukum pada fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Pekalongan.
D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis
maupun praktis, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
pengembangan keilmuan hukum tatanegara kusus nya dalam
bidang lembaga pengawasan partisipatif Bawaslu pada pilkada
Kendal 2020.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang
bagaimana pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu
kendal dalam praktek pelaksanaan tugas perspektif Magqgashid asy-
Syari‘ah.

c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi
elemen masyarakat lain, bahwa; peran masyarakat sangat penting
untuk demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai masukan pada jurusan Hukum Tatanegara dalam
memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk memahami
bagaimana pengawasan partisipatif pilkada dengan sudut pandang

akademis.



b. Agar dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa dalam memahami
pola pengawasan partisipatif perspektif Maqgashid asy-Syari‘ah..

c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai
cara menerapkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan
penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta
memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Pengawasan
partisiptif bawaslu Kendal terhadap pilkada Kendal perspektif
Magashid asy-Syari ‘ah tahun 2020.

d. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti
lain yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang
yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penyusunan skripsi ini, dilakukan telaah pustaka untuk
memecahkan masalah, dan mencapai tujuan penelitian. Di mana literatur
yang digunakan, berasal dari penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai
berikut;

Skripsi yang ditulis oleh; Dhimas Satrio Hutomo, dengan judul
“Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan
penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap
pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”.
Merupakan mahasiswa Program studi ilmu hukum fakultas hukum
universitas islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018. Di mana dalam fokus

pembahasan menelaah bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang



ditemukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada), serta peranan Bawaslu dalam menindaklanjuti temuan
pelanggaran tersebut serta hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu®’.

Hasil tulisan skripsi, Farid Muhajir dengan judul; “FEksistensi
panitia pengawas pemilu (panwaslu) dalam pemilihan umum kepala
daerah (pemilukada) serentak (studi kasus kota Depok tahun 2015)”.
Merupakan mahasiswa konsentrasi hukum kelembagaan negara program
studi ilmu hukum fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/ 2017 M. Di mana konsentrasi
penelitian ada pada eksistensi panwaslu kota Depok sebagai Lembaga
pengawas dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak
tahun 2015,

Skripsi yang ditulis oleh; ahmad maricha Yulfianto dengan judul
“Tinjauan Fiqih siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan badan
pengawas pemilhan umum (Bawaslu) menurut UU No.7 tahun 2017
tentang pemilihan umum”. Di mana fokus penelitian yang dilakukan
terkait kewenangan badan pengawas pemilu (Bawaslu) menurut UU No.7
tahun 2017 tentang pemilihan umum, ditinjau dari figh siyasah dusturiyah
terhadap kewenangan Bawaslu. Di mana dihimpun, melalui metode

penelitian studi pustaka (library reseach), Teknik analisis deskriptif yang

' Dhimas Satrio Hutomo, “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam

pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan
gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023), Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia, 2018),

'8 Farid Muhajir, “Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan

umum kepala daerah (Pemilukada) serentak (studi kasus kota depok tahun 2015)” Skripsi (Jakarta:
Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hh.27-29
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selanjutnya dikembangkan dengan teori hukum islam, yaitu siyasah
dusturiyah. Dengan demikian, disimpulkan dua hal atas penelitian yang
dimaksud, yaitu; Pertama, Bawaslu lebih adil mengawasi persoalan politik
uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah; kedua, peran
masyarakat untuk andil dalam kegiatan positif perlu ada, disesuaikan
dengan asas pemilu di Indonesia®

Skripsi yang ditulis oleh; Nurlita Hapsari dengan judul
“Penanganan praktik politik uang dalam pemilihan umum tahun 2019
dikabupaten banyumas perspektif Magdashid asy-Syari‘ah.” di mana pada
skripsi ini, berjenis penelitian lapangan (field reseach), secara kualitatif
dengan pendekatan deskriptif normatif, dengan metode dokumentasi dan
wawancara. Secara hasil, dapat disimpulkan dalam penelitian ini,
menjelaskan dalam penanganan di lapangan belum bisa optimal sesuai
dengan prinsip dari Magashid asy-Syari‘ah.”®.

Skripsi yang ditulis oleh; Ratnia Solihah dan kawan-kawan,
menganalisis jurnal dengan judul “pentingnya pengawasan partisipatif
dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis”, di mana hasil
penelitian, membahas persoalan yang muncul dalam pengawasan
partisipatif yang sudah dilakukan oleh lembaga pemantau maupun

organisasi masyarakat sipil untuk mengawal pemilu demokrasi sesuai

9 Yulfianto.Ahmad maricha, “Tinjuan Figh dusturiyah terhadap kewenangan Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut UU NO.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum”
Skripsi, (Surabaya Universitas Sunan Ampel, 2019), hh.10-11

0 Hapsari.Nurlita, “Penanganan praktik Politik uang dalam pemilu tahun 2019

dikabupaten banyumas, perspektif maqasyid Syariah”, Skripsi, (Purwokerto; IAIN Purwokwerto,
2020), h.10.
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peraturan yang berlaku®',

Sejauh ini, penelitian terdahulu yang peneliti temui, belum ada
sebuah penelitian yang secara khusus membahas praktik tentang
pengawasan partisipatif, Terlebih, dalam hal pelaksanaan pemilihan
kepala daerah (Pilkada). Adapun keberadaan data dan informasi terkait
topik pembahasan, hanya ada diwilayah tertentu saja, yang menerapkan
hukum islam. Hal ini, mendukung peneliti untuk gempar menggali, dan
menelaah lebih jauh diwilayah kabupaten Kendal dengan konsen bidang
pengawasan partisipatif. Demikian, peneliti berinisiasi untuk melakukan
penelitian ihwal Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal terhadap
Pilkada dikabupaten kendal tahun 2020 perspektif Magashid asy-
Syari‘ah.

F. Kerangka Teoritik
1. Pemilihan Kepala Daerah

Asas-asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah adalah salah satu ciri sistem laksana demokrasi. Di
mana pangkal tolak pikir kasus atau jalan dan sekaligus sarana
mewujudkan tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Asas
pilkada dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip atau pedoman
demokrasi dalam proses penyelenggaraan pilkada. Di mana

keberadaannya tentu harus mencerminkan dalam tahapan kegiatan

2! Solihah.Ratnia.dkk, “Pertingnya pengawasan partisipatif falam mengawal pemilu yang
demokratis” (Unpad; Jurnal wacana Politik-ISSN 2502-9185; E-ISSN;2549-2969, Vol.3, No.1,
Maret 2018), h.14-28.
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atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen kegiatan pilkada.**

Adapun asas-asas tersebut yaitu:** Langsung, Umum, Bebas,
Rahasia dan Jujur. Penyelenggaraan pilkada, baik aparatur
Pemerintah, calon/peserta pilkada, Pengawas, pemilih harus bersikap
jujur sesuai dengan peraturan perundang-Undangan. Di mana dalam
pelaksanaan pilkada, setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang
sama serta bebas dari pihak mana-pun.

Tahun 2004 adalah ujung tombak kesuksesan demokrasi dan
pencapaian pelaksanaan pemilihan dengan nilai tertib terbaik
sepanjang masa. Hal demikian pula yang memelopori revisi Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007
tentang penyelenggaraan pemilu, masuk rezim hukum pemilu.
Mengakibatkan istilah pilkada berubah menjadi pemilihan umum
kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA). Jadi,
total macam-macam pemilu dilndonesia bertambah, yaitu pemilihan
legislatif pemilu presiden dan pemilukada.

2. Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengemban tugas

mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh Indonesia. Di mana masa

tugas selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah dan

22 Joko.J.Prihatmoko, Pemilihan kepala daerah Langsung, (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar , 2005). h 206

% Lihat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang dasar tahun 1945
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atau/janji jabatan berikut berstatus badan tetap berlaku sama untuk
lembaga ad hoc sebelum tahapan pertama pemilu dan dinonaktifkan
apabila sudah terdapat calon terpilih atas pemilihan umum untuk
selanjutnya dilantik.

Tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan
pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah
mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran
pemilu mengoordinasikan, supervisi, membimbing, dan memantau,
serta mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, dengan kooordinasi
bersama instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan pemilu.**

Untuk tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan
pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu,
yaitu:

a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran
terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada
sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara pemilu.

b. Pelanggaran administrasi Pemilu Pelanggaran yang meliputi
tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu

% Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hh 124-125
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diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu.

c. Tindak pidana Pemilu Tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu
sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8
Tahun 2012.

3. Magashid asy-Syari‘ah

Magashid asy-Syari‘ah adalah salah satu kajian utama Ushul
Figh. Menurut Al-Ghazali berfungsi untuk pemenuh kebutuhan
Primer, Sekunder dan Pelengkap atau disebut dengan dharury, hajy
dan tahsiny. Dengan nilai guna untuk memahami dinamika hukum
islam yang mengandung nilai kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi
yang keduanya tidak dapat terpisahkan. Di mana upaya ijtihad di
adopsi untuk dikembangkan dalam pemahaman Magashid asy-
Syari‘ah.

Konsep al-syatibbi tentang Magqashid asy-Syari‘ah sSecara
literatur berarti tujuan penerapan hukum. Di mana pembicaraan
tentang pembentukan atau pengembangan hukum disebut sebagai
ijtihad, yang erat dengan perubahan sosial yang berlangsung
dikehidupan masyarakat. ljtinad.”® Menurut Al-Tiwana ijtihad dapat
dibagi kepada tiga obyek vyaitu; Ijtihad dalam rangka memberi

penjelasan dan penafsiran terhadap nash. ljtihad dalam melakukan

% Abdul Wahab Khalab, 1lm Ushul al-Figh, (Kairo: Dar Kuwaitiyyah, 1968), h. 216
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giyas terhadap hukum-hukum yang telah ada dan telah disepakati.
ljitihad dalam arti penggunaan ra yu®.

Adapun pandangan terkait pemikiran hukum islam dari ulama
ushul figh merupakan berbagai metode dalam melakukan ijtihad
hukum, yaitu giyas, ihstislah, istishab dan urf?’. Magashid al-syariah
itu sendiri dalam arti mengandung tujuan Syariah adalah membawa
manusia ke-bawah naungan hukum.

G. Metode Penelitian
Anggapan dasar pada suatu hal yang berfungsi sebagai pijakan
berpikir dan bertindak guna pelaksanaan penelitian, hal ini disebut sebagai

Metode Penelitian.*®

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini
termasuk dalam penelitian lapangan (field reseach), yaitu suatu
penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau

lapangan.” .

% Muhammad Musa al-Tiwana, ljtihad wa Mada Hajatina llaih fi Haza al-Asr, (T.t, Dar
al-Kutub al-Hadisah, t.th), h. 39.

27 Abd. Al-Wahaf Khalaf, Mashadir al-Tassrik fi ma la nashsh fi, (Kuwait: dar al-Kalam,
1972), h.67.

%8 Juliansyah Noor,Metode Penelitian, (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2011),
h.254.

» Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
h.52.
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b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif** yaitu
penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, Tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari
usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam
bentuk narasi verbal (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh

dan menggambarkan realitas aslinya.

2. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam
kegiatan penelitian.®* Dalam penelitian ini yang menjadi objek
penelitian adalah praktik pengawasan partisipatif Bawaslu Kendal

dalam pilkada serentak tahun 2020.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau badan yang akan
memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian
atau yang biasa disebut dengan informan. Dalam penelitian ini
subjek nya adalah Anggota Bawaslu kabupaten Kendal Jawa

Tengah.

%0 |exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2013), h.6.

$'Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA, 2014), cet.Ill, h. 199.



17

3. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan
oleh peneliti dari sumber asli, yang memuat informasi atau data
tertentu.>® Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah
data resmi milik Bawaslu kabupaten Kendal yang dikelola untuk
bahan laporan Bawaslu kabupaten Kendal untuk selanjutnya
dilaporkan hasil nya kepada pihak Bawaslu di atasnya, baik
ditingkat provinsi maupun final kepada Bawaslu Republik
Indonesia.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung data utama atau
memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.** Sumber data
sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum rujukan
dan karya ilmiah hukum terkait pembahasan yang sesuai dengan
Magashid asy-Syari ‘ah dan pengawasan partisipatif.
4. Langkah-langkah Penelitian
a. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya

sebagai berikut:

%2 Tatang M. Amirin, Penyusunan Rencana Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1995), h. 132.

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1998), h. 195.
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1) Observasi
Pengamatan atau Observasi adalah salah satu bentuk
pengumpulan data primer. Di mana kegiatan yang dilakukan
mencari data untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis.**
Dalam hal ini peneliti, menggunakan teknik observasi studi
dokumentasi untuk menelusuri dan mengamati. Untuk
selanjutnya mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan
atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian relevan dengan memperhatikan kandungan hukum
pada masing-masing dasar hukum. Sebagaimana upaya
pencarian data yang relevan.
2) Wawancara
Salah satu alat dalam penggunaan dan pengumpulan data
penelitian kualitatif>> adalah wawancara. Diperlukan sebagai
pembantu karena tidak semua hal dapat di observasi secara
langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, dan pengalaman
masa lalu responden atau informan.*®. Langkah ini diambil,
untuk menggali informasi terkait praktek pengawasan
partisipatif yang dilakukan bawaslu dalam pilkada serentak

tahun 2020. Di mana obyek wawancara meliputi; Pengawas

3% Uhar Suharsaputra. “Metode Pnelitian Kuantitaif, kualitatif dan Tindakan”. (Bandung:
refika Aditama. 2012) him. 209

% Samiaji Sarosa, “Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar”, (Jakarta: Permata Puri media,
2012), h.45

% Uhar Suharsaputra. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan”
(Bandung:Refika Aditama.2012)h. 213-214
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Partisipatif, Pengawas Kecamatan dan komisioner bawaslu
Kendal serta civitas akademika.
b. Analisis Data

Pada upaya ini dipilih penelitian kualitatif, di mana analisis
data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis.
Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi,
mereduksi, selanjutnya mengenai aktivitas penyajian data serta
menyimpulkan data.*’

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi secara
sistematis perihal Pengawasan partisipatif bawaslu Kendal
terhadap pilkada serentak tahun 2020 perspektif Magashid asy-
Syari‘ah. Dimana analisis data yang digunakan dalam penelitian
adalah menggunakan analisis isi dan mengidentifikasi apa yang
menjadi fokus penulis terhadap pengawasan partisipatif perspektif
Magashid asy-Syari ‘ah.

H. Sistematika Penulisan
Guna mempermudah penulisan hasil penelitian ini, maka di susun
sistematika penulisan skripsi sebagaimana berikut;
Bab I: Pendahuluan yang merupakan uraian tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan

sistematika penelitian.

% Beni Ahmad Saebani dan kadar Nurjaman. “Manajemen Penelitian” (Bandung:
Pustaka Setia. 2013) h. 107
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Bab Il: Pengertian dan Konsep teori Demokrasi, Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada), dan Teori Pengawasan Partisipatif serta Teori
Magqgashid asy-Syari ‘ah.

Bab Ill: Membahas tentang Wilayah Kabupaten Kendal, profil
Bawaslu Kendal dan praktek pengawasan partisipastif pada kegiatan
pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 bersama Bawaslu Kendal.

Bab IV: Pada bab ini dijelaskan tentang pembahasan analisis serta
interpretasi terhadap data. Dari hasil kajian teoritis pada bab Il dan IlI
sebagai kajian terpenting ihwal pengawasan partisipatif bawaslu Kendal
terhadap pilkada tahun 2020 perspektif Magqashid asy-Syari‘ah.

Bab V: Berisi penutup, meliputi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN
Dari hasil penelitian pengawasan partisipatif terhadap pilkada kendal
tahun 2020 perspektif Magashid asy-Syari‘ah dapat diambil simpul, antara

lain:

1. Pemilihan Kepala Daerah adalah sumber implementasi demokrasi. Dalam
praktek pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Kendal untuk
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020. Bersama itu
melibatkan masyarakat untuk turut serta adalah hal yang dianggap relevan
dengan kondisi komisioner yang terbatas, sedang secara tupoksi kerja
pengawasan lebih banyak. Dimana Bawaslu Kendal memiliki trobosan
pengawasan partisipatif melalui Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi)
Kendal dan beberapa program lain seperti pembemtukan desa pengawasan
dan desa anti money politic.

2. Nilai Magashid asy-Syari‘ah pada ranah maslahatal- daruriyyat.
Selanjutnya analisis pada Kulliat Al Khamsah, antara lain: Nilai Hifdzu al-
dien; Penjagaan agama, secara praktek pengawasan pada masa kampanye
dan debad kandidat pasangan calon tanpa mengangkat unsur SARA.
Hifdzu an-nafs; praktek pengawasan partisipatif pada perlindungan
keturunan Hifdzu al-aql; praktek pengawasan partisipatif dijumpai melalui

pemberian Pendidikan bagi kader Hifdzu an-nasl; praktek pengawasan

78
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partisipatif diwujudkan dalam perlindungan terhadap generasi selanjutnya
dan Hifdzu al-maal; perlindungan terhadap harta agar tidak terjadi
pelanggaran money politik serta penggunaan dana kampanye yang
bersumber dari yang tidak diperkenankan. secara proses pengawasan
partisipatif Bawaslu Kabupaten Kendal dalam praktek pemilihan kepala
daerah Bupati dan wakil bupati Kendal tahun 2020 sukses memberikan
kesadaran untuk senantiasa melibatkan masyarakat dan perlindungan
unsur masyarakat.
B. SARAN
Selanjutnya beberapan saran peneliti sampaikan untuk tanggapan

kedepan, sebagai berikut;

1. Diketahui beberapa program pengawasan partisipatif dari Bawaslu
Republik Indonesia belum secara utuh ada dan diadopsi dikabupaten
Kendal. Untuk itupula semoga kedepan pengawasan partisipatif bawaslu
Kendal mengalami peningkatan. Kususnya pada bidang pembangungan
Pendidikan bagi pemilih pemula kabupaten Kendal.

2. Diketahui baik terkait publikasi pengawasan bawaslu kabuapten Kendal.
Namun harapan besar untuk adanya perawatan laman website dan atau
media lain agar tidak diketemukan pending sistem sewaktu-waktu akses
laman.

3. Teruntuk peneliti dan segenap geerasi muda Kendal harapan nya mampu
mengembangkan dan berdedikasi pada praktek demokrasi dan menjaga

kedaulatan diwaktu penyelenggaraan hajat besar demokrasi.
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